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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of trust in authorities on voluntary tax 

compliance with the power of authorities as a moderator of trust in authorities. 

The type of this research is quantitative using primary data obtained from 

questionnaire. This research uses path analysis test with Partial Least Square 

program (PLS). The results of this study suggest that trust has a significant effect 

on voluntary compliance, the higher level of taxpayer trust to the government then 

the voluntary compliance will increase and power of authorities can weaken the 

influence of trust on voluntary compliance, the more power taxpayer provide and 

the more often they exercise their power the more voluntary compliance the trust 

will effect. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunannasionaldibidanginfrastrukturdanlogistikmenjadiprioritasp

emerintahsaatini.Gunamerealisasikantujuantersebutpemerintahmemerlukananggar

anpembangunanyangjumlahnyacukupbesar.Salahsatucarauntukmeningkatkanpene

rimaanNegarauntukpembangunantersebutadalahdenganmenggalisumberdanayang

berasaldaridalamnegeri,yaitupenerimaanyangberasaldarisectorpajak.Pajakmemilik

ipengaruhkuatterhadappertumbuhan ekonomiejangka panjang sehingga 
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berperanapenting bagi negara (Gwartney & Lawson, 2006). 

Pajakmenjadipenerimaanterbesar 

yangdigunakanuntukmembiayaiberbagaipengeluarandanpembangunandalamAPB

Ndenganpersentasenyasebagaiberikut: 

Tabel 1PersentasePenerimaanPajak pada Pendapatan Negara Periode2013-

2016 

No 
Tahun 

Anggaran 

Jumlah (dalam Triliun) 

Persentase (%) Pendapatan 

Negara 

Penerimaan 

Pajak 

1 2013 1.438,9 1.077,3 74,87 

2 2014 1.550,5 1.146,9 73,97 

3 2015 1.761,6 1.489,3 84,54 

4 2016 1.784,2 1.539,2 86,27 
Sumber : Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id) 

 

Berdasarkantabel 

1pendapatanNegaradaripenerimaanpajakselalumendominasidenganpersentaseyang 

cukupsignifikandibandingkanpenerimaandarisektorlainnya.Pajakmemilikiperanya

ngsangatpentingdalamsebuahnegara, 

danayangberasalpajakdipergunakanolehpemerintah untuk 

pembangunaninfrastruktur,biayapendidikan,biaya kesehatan, pembayaran para 

pegawainegaradan pembangunan fasilitaspublik. Sebagai ujung 

tombakpembangunannegara,diperlukan peran sertawajibpajak untuk 

secaralangsung dan bersama-sama melaksanakankewajibanperpajakan untuk 

pembiayaannegara dan pembangunannasional.Kesadaran wajibpajakuntuk 

melaksanakankewajibannyasangat 

diperlukanuntukmendorongtercapainyapembangunannasional yang 

berkelanjutanuntuk jangkapanjang, namun tingkatkesadaran wajibpajak terutama 

OrangPribadi (OP) masihrendahdanperluditingkatkan. 

http://www.depkeu.go.id/


Dibandingkandengannegara-negara maju 

sepertiJepang,Inggris,Australia, dan AmerikaSerikat, rasio pajakIndonesia berada 

jauh di bawahnya. Menurut data dari HeritageFoundationpadatahun 2017 

rasiopajakIndonesia hanya sebesar10,9%, Singapura 13,4%, Malaysia14,8%, 

Brunei33,1%,Jepang 30,3%, Australia 27,5%, Inggris 32,6%, Amerika 

26%.BerdasarkandataBankDunia,taxratiorata-rata secara globalsebesar 14,8 

persen.BerdasarkandataBankDunia,=taxratiorata-ratasecara globalsebesar 14,8 

persen.Timreformasipajakyangdibentuk=akhir=2016 yang terdiri atas 

pejabatKementerianKeuangan, penasihatBankDunia, dan wakillembaga-lembaga 

lain menargetkan peningkataniirasioiipajak menjadi 15% dari ProdukDomestik 

Bruto (PDB) pada 2020.Rasiopajak merupakan suatuukuran kinerjapenerimaan 

pajak suatu negara dan menggambarkan tingkat kepatuhan 

wajibpajak.Kesadaranwajibpajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhanwajib 

pajakdalammelaksanakankewajibanpajaknya.Kepatuhanperpajakandapatdidefinisi

kansebagaisutaukeadaandimana 

wajibpajakmemenuhisemuakewajibanperpajakandanmelaksanakanhakperpajakan

nya(Nurmantu, 2005). 

Kesadarandan kepatuhanwajib pajakmerupakan faktor penting 

bagipeningkatanpenerimaanpajak, maka perlu secara intensifdikaji tentangfaktor-

faktor yangmempengaruhikepatuhanwajibpajak, khususnya wajibpajakbadan 

(Bradley, 1994).Tingkat kepatuhanwajibpajakdalam hal melaporkan pajak di 

Indonesiamasih rendah, berada pada kisaran 

60%dengandidominasiolehwajibpajakorangpribadi karyawan bukan 

wajibpajakbadan.SecaraumumdiIndonesiahanyamengenalsatujenis 



kepatuhan,seseorangakandikatakanpatuhterhadappajaksaatorangtersebuttelahmenj

alankankewajibanpajaknyasesuaidengan peraturanyang berlaku diIndonesia. Hal 

ini dapat kita lihat dari variablel penelitian yang dilakukan oleh kebanyakan 

penelitidi Indonesia.Penelitian tentang kepatuhan wajibpajak telah banyak 

dilakukan oleh penelitidiIndonesia.Namun penelitian sebelumnya hanya fokus 

padakepatuhan wajibpajak yangbersifatpemaksaan, pembahasanyang disajikan 

hanya berkaitan denganperaturan,isanksi, danpower ofauthorities. Muliari & 

Setiawan (2010)  melakukan penelitian tentang pengaruhsanksi 

perpajakandankesadaranwajib pajakterhadap kepatuhanpelaporan wajibpajak 

orangpribadi,penelitianini menunjukkan bahwa persepsihukuman pajakdan 

kesadaran wajibpajak secara simultanmempengaruhi kepatuhan wajibpajak dan 

secara parsialkedua variabel memberikan pengaruhpositif yang signifikanterhadap 

kepatuhanwajibpajak. Jotopurnomo&Mangoting (2013) 

menelititentangpengaruhkesadaran 

wajibpajak,kualitaspelayananfiskus,sanksiperpajakandanlingkunganwajibpajakter

hadapkepatuhanwajibpajak orangpribadi, hasil penelitian menunjukkanbahwa 

kesadaranwajibpajak,kualitaspelayananfiskus,sanksiperpajakan,danlingkungan 

wajib pajakberpengaruhsignifikanterhadapkepatuhanwajibpajakorang pribadi. 

Jatmiko (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksidenda, 

pelayananfiskusdankesadaranperpajakan terhadap kepatuhan wajibpajak, hasil 

penelitianmenunjukkan bahwa sikap wajibpajak terhadappelaksanaansanksi 

denda, pelayananfiskus dan kesadaranperpajakan memiliki pengaruh positifyang 

signifikanterhadap kepatuhanwajibpajak. 



Sepertibeberapa contoh penelitian di atas, peneliti di Indonesia hanya 

menilai kepatuhanwajibpajak dari seberapa patuhwajibpajakIndonesia 

terhadapperaturan yang berlaku di Indonesia.Sedangkan menurut Kirchler et al 

(2008) kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitukepatuhan yang timbulkarena 

adanyaunsur pemaksaani(enforced tax compliance) dan kepatuhanyang timbul 

karenakesadaran sendiriwajibpajak(voluntary taxcompliance).Enforced tax 

compliancemunculkarenaadanyatindakanpemaksaanolehpenguasa 

karenamerekalah yang mempunyaipowerofauthority.Voluntary taxcompliance 

muncul tanpaperlu ada tindakanpemaksaan olehpenguasa,kesadaranakanmuncul 

daridiri sendiriterkait kewajibannyamembayarpajak. 

 

 

 

 

 

 

 

Ket:       : Panah A  

 : Panah B 

Gambar 1Slippery Slope Framework 

Gambar 1 menjelaskan bahwa terdapat dua kepatuhan pajak yaitu 

enforcedtax compliancedan voluntary taxcompliance.Panah A menjelaskan bahwa 

enforced tax complianceakan meningkat disaat power ofauthorities tinggi, yang 



berarti semakin besar kekuasaan Dirjen Jendral Pajak dan semakinsering mereka 

menggunakankekuasaannya seperti melakukanpemeriksaan, 

penagihandanpenuntutanterhadapwajibpajakmaka tingkat kepatuhan wajibpajak 

akan naik. Sedangkan panah B menjelaskan bahwa voluntary taxcomplianceakan 

meningkat disaat trustinauthorities tinggi, yang berarti semakinbesar rasa percaya 

masyarakat terhadap kinerjapemerintah maka tingkat 

kepatuhanwajibpajakakannaik. OtoritaspajakdiIndonesiasaatinimasihmengabaikan 

voluntary tax compliance,otoritaspajak lebih cenderungmemilih 

menggunakankekuasaannya untuk mendorongkepatuhanwajib pajak.Halini 

menyebabkan wajibpajak di Indonesiacenderung terpaksa membayar pajaknya 

karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika mengabaikan 

kewajibanpajaknya. Jikaotoritas pajak tidak mengubahcara pandangnya 

terhadapkepatuhan wajibpajak, maka sampai kapanpun wajibpajak diIndonesia 

tidak akan pernah secara sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah 

trustinauthorities berpengaruh terhadap voluntary tax compliance. Kedua, apakah 

powerofauthorities mampu memoderasi hubungan antara trust terhadap voluntary 

tax compliance. Bagian selanjutnya yang akan dijelaskan dalam artikel ini adalah 

kajian pustaka, metode penelitian dan pengembangan hipotesis. Kemudian 

dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, serta beberapa kesimpulan, 

keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian sejenis. 

KAJIAN PUSTAKA 



Teori Atribusi (Atribution Theory) 

TeoriatribusipertamakaliditemukanolehHeiderpada tahun1958 

dankemudiandikembangkanoleh Weinerpada 

tahun1974.KepatuhanWajibPajakdalammembayarpajak sangat terkait dengan 

penilaian WajibPajak terhadappajak tersebut.Persepsi yang 

ditimbulkandipengaruhi olehberbagai kondisi, baikkondisi internalmaupun 

eksternal.Atribusi merupakanproses-proses untukmengidentifikasi penyebab-

penyebab perilakuorang laindan kemudiandiketahui tentang sifat-sifat menetapdan 

diposisi mereka (Baron & Byrne, 2003). 

Padadasarnya,teoriatribusimenyatakanbahwa bila individu-

individumengamati perilakuseseorang, mereka mencobauntuk menentukan 

apakahitu ditimbulkansecara internalataueksternal (Robbins, 2003). Perilakuyang 

disebabkan secarainternaladalahperilakuyangdiyakiniberadadibawah 

kendalipribadi individuitu sendiri, sedangkanperilaku yang 

disebabkansecaraeksternaladalahperilakuyangdipengaruhi dari luar, 

yangartinyaindividu akan terpaksaberperilaku karena situasi. 

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

Ajzen (1991)mengemukakan teoriperilaku terencana yang menjelaskan 

bahwaperilakuyang ditimbulkan oleh individu muncul 

karenaadanyaniat(intention) untuk beperilaku yang ditentukan oleh tiga faktor: (1) 

BehavioralBeliefs,keyakinanindividuakanhasildarisuatu perilaku atashasil 

tersebut. (2) NormativeBeliefs,keyakinantentangharapannormative 

oranglaindanmotivasiuntukmemenuhiharapan tersebut. (3) Control Beliefs, 



keyakinantentang keberadaanhal-hal yang mendukungataumenghambatperilaku 

yangakan ditampilkandan persepsinyatentang seberapakuat hal-hal 

yangmendukung danmenghambatnya perilakutersebut. 

Slippery Slope 

Dalam Slippery Slope Framework Muehlbacher et al., (2011) 

diungkapkanbahwa terdapatdua dimensiutama yang mempengaruhi 

kepatuhanperpajakan. Duadimensitersebut 

adalahkepercayaanmasyarakatterhadapotoritaspajakdan kewenanganotoritaspajak. 

Dalamteori ini,diasumsikan 

kepatuhanperpajakandapatdicapaimelaluipeningkatanlevel 

kepercayaanmasyarakatdankewenanganotoritaspajak. 

Menurut Muehlbacher et al., (2011), enforcedcompliance muncul 

karenaadanya tindakanpemaksaan olehpenguasa karena merekalahyang 

mempunyaipower ofauthority. Semakin seringpemeriksaan, 

penagihandanpenuntutan dilakukan terhadapWajib Pajak, 

makaWajibPajakakansemakin 

patuh.Semakinbesarkekuasaanyangdiberikankepadapetugaspajak dan 

semakinsering merekamenggunakan kekuasaannya itu, maka tingkatkepatuhan 

WajibPajak juga akannaik. Enforced 

compliancelebihfocusterhadapkepatuhanWajibPajakdengan melakukan 

pemeriksaan, penyidikan, sanksi pidana, sanksi denda, penyitaan, dan lain-lain. 

Selainmelalui paksaan, kepatuhanjuga biasnaik kalau WajibPajak 

percaya kepadapemegangkekuasaan (Muehlbacher et al., 2011). Voluntary 



compliance muncul karena kepercayaan 

masyarakatterhadapkebijakanpemerintahmaupundirjenpajak. Masyarakat dengan 

sendirinya akanpatuh kepada aturan pajak tanpa perlu dipaksa. Kepercayaan 

seperti ini akan muncul ketika masyarakat mulai melihat penggunaan dana yang 

berasal dari pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Selainitukebijakandaridirjenpajakyangmudahdipahamidan tidak berbelit juga 

mendorong Wajib Pajak untuk semakin patuh membayar pajak. 

 

Terdapat Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas (Trust) terhadap Voluntary 

Compliance 

Dalam Slippery Slope FrameworkMuehlbacher et al., (2011) 

diungkapkan bahwa terdapatdua dimensi utamayang mempengaruhikepatuhan 

perpajakan. Dua dimensi tersebut adalahkepercayaan masyarakatterhadap 

otoritaspajak dan kewenanganotoritas pajak. Dalam teori ini, 

diasumsikankepatuhan perpajakan dapat dicapaimelalui peningkatanlevel 

kepercayaan masyarakatdan kewenanganotoritas pajak. Kirchler etal., (2008) 

mendefinisikan trust in authorities sebagai pendapat dari individudan 

kelompoksosial mengenaiotoritas yang dianggap sangat membantu sertadapat 

melakukan pekerjaannya dengan baik demikepentingan bersama. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Wahl et al., 2010) menunjukkan bahwa trustberpengaruh positif 

terhadap kepatuhanpembayaranpajak.Dari uraian tersebut di atas, maka dapat 

dinyatakan hipotesis sebagai berikut : 



H1 : Kepercayaan pada otoritas (trust in authorities) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap voluntary tax compliance 

Kekuasaan Otoritas (Power of Authorities) dapat Melemahkan Pengaruh 

Trustterhadap Voluntary Compliance 

Menurut Muehlbacher et al., (2011), enforced compliance munculkarena 

adanyatindakan pemaksaan olehpenguasa karena merekalahyang mempunyai 

power of authority. Semakin seringpemeriksaan, penagihandan 

penuntutandilakukan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh. 

Semakinbesar kekuasaanyang diberikan kepada petugaspajak dansemakinsering 

mereka menggunakankekuasaannya itu, makatingkat kepatuhan wajib pajak juga 

akannaik. Saat otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan 

kekuasaannya untuk mendorong kepatuhan maka wajib pajak akan cenderung 

terpaksa membayar pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika 

mengabaikan kewajiban pajaknya. Power of authorityyang dilakukan akan 

melemahkan pengaruh trust in authoritiesterhadap kepatuhan pajak.Penelitian 

yang dilakukan oleh (Wahl et al., 2010) menunjukkan bahwa saat trust in 

authorities bertambah maka voluntary tax complianceakan meningkat dan power 

of authorities akan melemahkan voluntary tax compliance. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Muehlbacher et al., 2011) menunjukkan bahwa trust in 

authorities berhubungannegatifdengan enforced compliance.Dari uraian tersebut 

di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kekuasaan otoritas (power of authorities) melemahkan pengaruh trust 

in authorities terhadap voluntary tax compliance 



METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan 

kuisioner sebagai data primer.Penelitian ini dilakukan di wilayah 

Surabaya.PenelitianinimenggunakananalisisPLS dengan jumlah sampel minimal 

berkisar antara 30 sampai dengan 100. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitianinimenggunakanmetodepurposivesamplingyaitujenis 

pemilihansampelsecaratidakacakyanginformasinyadiperoleh 

denganmenggunakankriteriayang sudahditentukan. Berikut merupakan 

kriteriayang dijadikan sampeldalam penelitian ini: (1) Wajib Pajak OP 

yangmemiliki usaha denganperedaran bruto di bawah 4,8 Miliar setahun, (2) 

Wajib Pajak OP yang rutin membayar pajak selama 3 tahun berturut-turut. 

Variabel Independen 

a. Kepercayaan terhadap Otoritas (Trust in Authorities) 

Kepercayaan terhadap otoritas merupakan suatu elemendasar bagi 

terciptanya hubunganbaikantaramasyarakatdanpemerintah tentang harapan dan 

keyakinanmasyarakat terhadap reliabilitas pemerintah.Indikator untuk mengukur 

kepercayaan terhadap otoritas 

adalahkepercayaanipadaipemerintah.Indikatortersebutdiukurdenganmenggunakan

skalaLikert4poinmulaidari:1=Sangattidaksetuju;2=Tidaksetuju;3=Setuju;4=Sanga

t 

Variabel Dependen 

a. Voluntary tax compliance 



Voluntary tax compliance muncul karena kepercayaan masyarakat 

terhadap kebijakan pemerintah maupun dirjen pajak.Indikator untuk mengukur 

voluntary tax compliance adalah: (1) Moral dan sikap, (2) Kepribadian dan 

lingkungan sosial, (3) Motivasi. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan 

skala Likert 4 poin mulai dari: 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = 

Setuju; 4 = Sangat setuju. 

Variabel Moderasi 

a. Power of Authorities 

Power of authoritiesadalah persepsiwajib pajak tentang 

kemampuanotoritas pajak untukmendeteksi dan memberikan sanksi kepada 

pelanggaran pajak(Muehlbacher et al., 2011).Indikator untuk mengukur power 

of authoritiesadalah : (1) Pemeriksaan, (2) Denda. Indikator tersebut diukur 

dengan menggunakan skala Likert 4 poin mulai dari: 1 = Sangat tidak setuju; 

2 = Tidak setuju; 3 = Setuju; 4 = Sangat Setuju. 

Teknik Analisis Data 

Berdasarkantujuan-tujuan penelitian, makarancangan ujihipotesis yang 

dapatdibuat merupakanrancangan uji hipotesisdalam penelitian inidisajikan 

berdasarkantujuan penelitian. Tingkatkepercayaanyangdigunakanadalah90%, 

sehinggatingkatpresisiataubatasketidakakuratansebesar (α) = 10% = 0,1. Dan 

menghasilkannilai t tabelsebesar 1.96. Sehinggajika nilai t-statistik lebihkecil 

darinilai t-tabel [t-statistik < 1.96], maka Ho diterimadan Ha ditolakdan jika nilait-

statistiklebihbesaratausamadengant-tabel [t-statistik > 1.96], maka Ho 



ditolakdanHaditerima. (X) Trust in Authorities, (Y) Voluntary tax compliance, (Z) 

Power of Authorities. 

HASIL 

Prosespengumpulandatapenelitianyaitu menggunakan 

metodedistribusilangsungyaitudenganmendatangiresponden, 

membagikankuisionerdanmengumpulkankuisionertersebut secaralangsung. 

Tabel 2Distribusi Kuisioner 

Keterangan Jumlah Kuisioner 

Kuisioneriyangidibagikan   180 

Kuisioneriyangikembali   180 

Kuisioneriyangitidak memenuhi syarat   80 

Kuisioner yang dapat diolah   100 
Sumber: Kuisioner  diolah 

Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden merupakanhasil 

jawabanrespondenpadamasing-masingindikatorvariabel penelitian. 

Tabel 3Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepercayaan (Trust) 

No Indikator Pernyataan Mean Kategori 

1 T1 
Saya merasa pemerintah 
memperlakukan masyarakat 

dengan baik 

3,22 T 

2 T2 
Saya merasa pemerintah dapat 

diandalkan 
2,92 T 

3 T3 
Saya merasa pemerintah 

peduli dengan masyarakat 
2,83 T 

4 T4 

Saya merasa pemerintah 

memperlakukan masyarakat 
dengan cara yang terhormat 

2,98 T 

5 T5 
Saya merasa pemerintah dapat 

dipercaya 
3,16 T 

Jumlah Variabel Kepercayaan (Trust) 15,11  

Nilai Rata-rata Kepercayaan (Trust) 3,022 T 
Sumber: Lampiran 



Tabel 4Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kekuasaan Otoritas (Power 

of Authorities) 

No Indikator Pernyataan Mean Kategori 

1 P1 

Pajak yang saya laporkan akan 

diperiksa oleh Direktorat 
Jendral Pajak 

3,12 T 

2 P2 
Hukuman untuk penggelapan 

pajak sangat berat 
3,04 T 

3 P3 
Saya tidak dapat menghindari 
pajak tanpa dicurigai oleh 

Direktorat Jendral Pajak 

2,04 R 

4 P4 

Saya merasa Direktorat 

Jendral Pajak sering 
melakukan pemeriksaan 

3,08 T 

Jumlah Variabel Kekuasaan Otoritas 11,28  

Nilai Rata-rata Kekuasaan Otoritas 2,82 T 
Sumber: Lampiran 

Tabel 5Deskripsi Jawaban Responden Variabel Voluntary Tax Compliance 

No Indikator Pernyataan Mean Kategori 

1 VC1 

Saya membayar pajak sesuai 
peraturan karena sudah 

menjadi kewajiban saya untuk 

ikut berkontribusi terhadap 

negara dan masyarakat 

2,94 T 

Tabel 5Deskripsi Jawaban Responden Variabel Voluntary Tax Compliance 

No Indikator Pernyataan Mean Kategori 

2 VC2 

Saya membayar pajak sesuai 
peraturan karena bagi saya itu 

adalah hal yang wajib 

dilakukan 

3,30 ST 

3 VC3 

Saya membayar pajak sesuai 
peraturan karena senang 

berkontribusi untuk kebaikan 

semua orang 

3,18 T 

4 VC4 

Saya membayar pajak sesuai 
peraturan karena saya 

menganggapnya sebagai 

kewajiban bagi warga negara 

3,20 T 

Jumlah Variabel Voluntary tax compliance 12,62  

Nilai Rata-rata Voluntary tax compliance 3,155 T 
Sumber: Lampiran 

Hasil Analisis Data 

Menilai Outer Model 



MenurutChinuntukpenelitiantahapawaldaripengembanganskalapengukur

annilailoading0,5sampai 

0,6dianggapcukupmemadai.Dalampenelitianiniakandigunakan batasloading 

faktorsebesar0,50. 

Tabel 6Outer Loadings (Tahap satu) 

 T P VC 
Moderating 

Effect 1 

T1 0,854    

T2 0,896    

T3 0,039    

T4 0,756    

T5 0,869    

P1  0,521   

P2  0,870   

P3  0,868   

P4  0,566   

VC1   0,606  

VC2   0,842  

VC3   0,897  

VC4   0,901  

T * P    1,581 

Karenaindikator T3 tidakmemenuhisyarat,yaitu kurangdari0,7maka 

harusdieliminasi. 

Tabel 7Outer Loadings (Tahap dua) 

 T P VC 
Moderating 

Effect 1 

T1 0,854    

T2 0,896    

T4 0,756    

T5 0,869    

P1  0,521   

P2  0,870   

P3  0,868   

P4  0,566   

VC1   0,606  

VC2   0,842  

VC3   0,897  

VC4   0,901  

T * P    1,579 

 



Padamodelmodifikasisebagaimana pada 

table4.7tersebutmenunjukkanbahwasemualoadingfaktormemilikinilaidiatas0,50se

hinggakonstrukuntuksemuavariablesudahtidakadayangdieliminasidarimodel. 

Hasil Analisis Uji Hipotesis 

Tabel 8 Uji Hipotesis Path Coeficient 

 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(O/STDEV

) 

P Value 

Moderating 

Effect 1 

0,122 0,124 0,085 1,430 0,153 

P -> VC -0,038 -0,086 0,128 0,293 0,769 

T -> VC 0,543 0,516 0,099 5,509 0,000 

 

Pengujian Hipotesis 1 (H1: Trust memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Voluntary tax compliance) 

Hipotesis pertama menyatakan kepercayaan (trust) berpengaruh terhadap 

voluntary tax compliance. Dilihatdari nilaikoefisien parameteroriginal sample 

sebesar0,543 dan nilai t-statistik 5,509. Nilai t-statistik 5,509 lebih dari 1,96 (t-

tabel), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi hasil pengujian pertama adalah 

kepercayaan (trust) berpengaruh terhadap voluntary tax compliance. 

Pengujian Hipotesis 2 (H2: Power of authorities melemahkan pengaruh trust 

terhadap voluntary tax compliance) 

Hipotesis kedua menyatakan kekuasaan otoritas (power of authorities) 

melemahkan pengaruh kepercayaan (trust) terhadap voluntary tax compliance. 

Dilihatdarinilai koefisien parameter original sample sebesar  0,122, dan nilai t-

statistic 1,430. Nilai t-statistic 1,430 lebih kecil dari 1,96 (t-tabel), maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Jadi hasil pengujian kedua adalah kekuasaan otoritas 



(power of authorities)tidak dapat melemahkan pengaruh kepercayaan (trust) 

terhadap voluntary tax compliance. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Kepercayaan (Trust) tehadap Voluntary Tax Compliance 

Hipotesispertama yang diajukandalam penelitianini yaitu kepercayaan 

(trust) berpengaruh terhadap voluntary tax compliance. Artinya semakintinggi 

tingkatkepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka voluntary tax 

compliance akan semakin meningkat. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel 

kepercayaan (trust) menunjukkan rata-rata sebesar 3,022 sehingga termasukdalam 

kategoritinggi. Kategori tinggi dengan rata-ratasebesar 3,022 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi 

terhadap otoritas.  

Data hasil dalam bootstrapping menunjukkan nilai koefisien parameter 

original sample sebesar 0,543 dan p value sebesar 0,000 yang artinya kepercayaan 

(trust) berpengaruh positif terhadap voluntary tax compliance. Hasil tersebut 

disebabkan karena tingginya tingkat kepercayaan responden terhadap pemerintah. 

Responden menganggap pemerintah sangat peduli dengan permasalahan yang 

terjadi di masyarakat, baik dalam permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan 

agama. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan wajib 

pajak terhadap pemerintah, terutama dalam hal kepedulian dan perlakuan baik 

pemerintah terhadap masyarakat. Perhatian lebih wajib pajak terhadap kepedulian 

dan perlakuan baik pemerintah disebabkan karena wajib pajak merasa tidak mau 

dirugikan setelah kewajiban pajaknya terpenuhi. 



Berdasarkan hasil survey pada kepuasan masyarakat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya diperoleh nilai 

rata-rata CSIndex sebesar 87,11 sehingga masuk kategori sangatpuas. 

(www.surabaya.go.id). Kepuasan masyarakat tersebut sejalan dengan jumlah 

kenaikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Direktorat Jendral Pajak Jawa 

Timur I yang mencapai 100,4 persen dari terget (www.tribunjatim.com). Hal ini 

menggambarkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 

membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap kewajiban pajaknya. 

Sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Weiner, bahwa 

perilaku seseorang timbul karena faktor internal dan eksternal (Robbins, 2003). 

Kepedulian dan perlakuan baik pemerintah merupakan faktor eksternal yang 

mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

Kepedulian dan perlakuan baik pemerintah membuat wajib pajak menjadi percaya 

terhadap jalannya roda pemerintahan, roda pemerintahan yang berjalan baik 

menunjukkan penggunaan dana yang berasal dari pajak digunakan dengan benar 

dan tepat sasaran. Penggunaan dana yang tepat untuk pembangunan fasilitas 

publik membuat wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan 

akan dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran. 

Kepercayaan kepada pemerintah akan meningkatkan kesadaran wajib 

pajak. Perilaku wajib pajak yang sadar pajak muncul karena adanya niat. Wajib 

pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya 

tersebut. Keyakinan yang dimiliki wajib pajak membuat wajib pajak merasa 

pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan 

negara.  

http://www.surabaya.go.id/
http://www.tribunjatim.com/


Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahl et al (2010) 

yang menyatakan bahwa trust berpengaruh positif terhadap voluntary tax 

compliance. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muehlbacher et al (2011) yang menyatakan bahwa voluntary tax compliance akan 

naik jika Wajib Pajak percaya kepada pemegang kekuasaan. Tingkat kepercayaan 

yang tinggi terhadap pemerintah akan membuat Wajib Pajak dengan sendirinya 

menjadi patuh terhadap kewajiban pajaknya. 

Kekuasaan Otoritas (Power of Authorities) MelemahkanPengaruh Trust 

terhadap Voluntary Tax Compliance 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Kekuasaan 

Otoritas (Power of Authorities) melemahkanpengaruh Trust terhadap Voluntary 

tax compliance. Artinya semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada petugas 

pajak dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaannya maka pengaruh 

trust terhadap voluntary tax compliance akan semakin rendah. Data hasil dalam 

pengujian  bootstrapping menunjukkan nilai koefisien parameter original sample 

sebesar 0,122 dan p value sebesar 0,153 yang artinya Power of Authorities tidak 

dapat melemahkan pengaruh kepercayaan (trust) terhadap voluntary tax 

compliance dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kepercayaan (trust) 

terhadap voluntary tax compliance. Power of Authorities tidak memiliki pengaruh 

terhadap voluntary tax compliance. 

Power of Authorities tidak dapat mempengaruhi hubungan antara 

kepercayaan (trust) terhadap voluntary tax compliance disebabkan karena power 

of authorities lebih menekankan pada aturan perpajakan yang dipaksakan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan menjadi patuh karena 



takut terhadap sanksi dan hukuman yang diterapkan oleh otoritas saat terjadi 

pelanggaran dan kesalahan dalam pelaporan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang 

didasari keterpaksaan karena takut terkena sanksi atau hukuman disebut sebagai 

enforced compliance. Enforced compliance memiliki pengertian yang sangat 

berlawanan dengan voluntary tax compliance yang lebih menekankan pada 

kepatuhan yang disebabkan oleh kesadaran diri sendiri bukan karena tekanan dari 

otoritas. 

Sesuai dengan teori Slippery Slope Framework yang diungkapkan oleh 

Muehlbacher et al., (2011), enforced compliance muncul karenaadanya 

tindakanpemaksaan olehpenguasa karena merekalahyang mempunyaipower 

ofauthority. Semakin seringpemeriksaan, penagihandanpenuntutan dilakukan 

terhadapwajibpajak, makawajibpajakakansemakin 

patuh.Semakinbesarkekuasaanyangdiberikankepadapetugaspajak dan 

semakinsering merekamenggunakan kekuasaannya itu, maka tingkatkepatuhan 

wajibpajak juga akannaik. Enforced 

compliancelebihfokusterhadapkepatuhanwajibpajakdengan melakukan 

pemeriksaan, penyidikan, sanksi pidana, sanksi denda dan penyitaan. Berbeda 

dengan Voluntary tax compliance, kepatuhan wajib pajak muncul karena 

kepercayaan masyarakatterhadapkebijakanpemerintahmaupundirjenpajak. 

Masyarakat dengan sendirinya akanpatuh kepada aturan pajak tanpa perlu 

dipaksa. Kepercayaan seperti ini akan muncul ketika masyarakat mulai melihat 

penggunaan dana yang berasal dari pajak benar-benar digunakan untuk 

kepentingan masyarakat. 



Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahl et al 

(2010) yang menyatakan bahwa Power of authorityyang dilakukan secara 

berlebihan akan melemahkan pengaruh trust terhadap voluntary tax compliance. 

Saat otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan kekuasaannya untuk 

mendorong kepatuhan, maka Wajib Pajak akan cenderung terpaksa membayar 

pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika mengabaikan 

kewajiban pajaknya. 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) 

berpengaruh terhadap voluntary tax compliance, semakin tinggi tingkat 

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka voluntary tax compliance 

akan semakin meningkat. Tingginya tingkat kepercayaan responden terhadap 

pemerintah disebabkan karena responden merasa pemerintah dapat dipercaya dan 

peduli dengan masyarakat. Wajib pajak merasa malu jika melakukan tindakan 

memanipulasi laporan pajak karena merasa pemerintah telah peduli dan 

memperlakukan masyarakat dengan baik, sehingga wajib pajak merasa perlu 

untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan. Kedua 

hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh 

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, terutama dalam hal kepedulian dan 

perlakuan baik pemerintah terhadap masyarakat. Perhatian lebih wajib pajak 

terhadap kepedulian dan perlakuan baik pemerintah disebabkan karena wajib 

pajak merasa tidak mau dirugikan setelah kewajiban pajaknya terpenuhi. 



Kekuasaan Otoritas (Power of Authorities) tidak dapat melemahkan 

pengaruh kepercayaan (trust) terhadap voluntary tax compliance dan tidak dapat 

memoderasi hubungan antara kepercayaan (trust) terhadap voluntary tax 

compliance.Power of Authorities tidak memiliki pengaruh terhadap voluntary tax 

compliance. Saat otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan 

kekuasaannya untuk mendorong kepatuhan, maka Wajib Pajak akan cenderung 

terpaksa membayar pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika 

mengabaikan kewajiban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak yang didasari 

keterpaksaan karena takut terkena sanksi atau hukuman disebut sebagai enforced 

compliance. Enforced compliance memiliki pengertian yang sangat berlawanan 

dengan voluntary tax compliance yang lebih menekankan pada kepatuhan yang 

disebabkan oleh kesadaran diri sendiri bukan karena tekanan dari otoritas. 
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